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Dasar Hukum Pelaksanaan Mutasi

▪ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal
190-196
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud datam Pasal 19O sampai dengan 
Pasal 196 diatur dengan Peraturan Kepala BKN. (Pasal 197)

▪ Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
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▪ Status PNS

▪ Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja PNS

▪ Dokumen yang dilengkapi:

• Surat permohonan mutasi PNS bersangkutan

• Surat Usul Mutasi instansi penerima dari PPK

• Surat Persetujuan Mutasi instansi asal dari PPK

• Surat Pernyataan Bebas hukuman disiplin dibuat oleh PPK atau PyB 
(Kepegawaian) minimal JPT Pratama

• SK KP Terakhir/SK Jabatan terakhir

• SKP bernilai baik 2 tahun terakhir

• Surat Bebas Tugas Belajar/Ikatan Dinas dibuat oleh PPK atau PyB 
(Kepegawaian) minimal JPT Pratama

• Surat bebas temuan diterbitkan inspektorat instansi asal

• Anjab dan ABK jabatan yang akan diduduki

Syarat Pengajuan Mutasi (Pasal 3)
▪ Kompetensi

▪ Pola Karier

▪ Pemetaan Pegawai

▪ Kelompok Rencana Suksesi (talent pool)

▪ Perpindahan dan Pengembangan Karier

▪ Penilaian Prestasi Kerja/Kinerja dan Perilaku Kerja

▪ Kebutuhan Organisasi

▪ Sifat Pekerjaan Teknis atau Kebijakan (tergantung 
klasifikasi jabatan)

Aspek Dalam Perencanaan Mutasi (Pasal 2)

Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun, dengan prinsip larangan 
konflik kepentingan, dan kesesuaian antara kompetensi 
PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan 
pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan 
organisasi.
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Perbedaan Usul Pindah Instansi Sebelum dan Sesudah Perban 5 Tahun 2019
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Usul PI dari Prov/Kab/Kota ke Prov/Kab/Kota antar Provinsi



Bisnis Proses Pindah Instansi (1)
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INSTANSI PENERIMA
BKN PUSAT

PUSAT PELAYANAN 
TERPADU

TIM TEKNIS MUTASI

Instansi Penerima
membuat usul mutasi
setelah Instansi asal
PNS menyetujui

Tim PPT 
memeriksa
kelengkapan
dokumen per 
usul

15 hari kerja

Tim Teknis melakukan
validasi
• Verifikasi Dokumen
• Kesesuaian kebutuhan

Jabatan di Instansi
Penerima

• Persetujuan mutasi
instansi asal

• Instansi Penerima akan
menerima notifikasi
dan dokumen

• Diwajibkan melakukan
pengangkatan dalam
waktu 30 hari kerja

Tim Teknis menerbitkan
dokumen:
• Persetujuan Teknis

(untuk Mutasi antar
Instansi Daerah antar
Provinsi)

• Surat Keputusan Pindah
Instansi (untuk semua
Mutasi Pindah Ke
Instansi Pusat)

KEMENTERIAN 
DALAM NEGERI

Surat Keputusan 
Pindah instansi antar
Provinsi akan
diterbitkan oleh 
Kementerian Dalam
Negeri berdasarkan
Pertimbangan Teknis
BKN Pusat



Bisnis Proses Pindah Instansi (2) 
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INSTANSI PENERIMA
BKN KANREG

PUSAT PELAYANAN 
TERPADU KANREG

TIM TEKNIS MUTASI KANREG

Instansi Penerima
membuat usul mutasi
setelah Instansi asal
PNS menyetujui

PROVINSI

Tim PPT akan
memeriksa
kelengkapan
dokumen per usul

Tim Teknis melakukan
validasi
• Verifikasi Dokumen
• Kesesuaian kebutuhan

Jabatan di Instansi
Penerima

• Persetujuan mutasi
instansi asal

Tim Teknis menerbitkan
dokumen:
• Persetujuan Teknis

(untuk mutasi Instansi
Daerah dalam Satu
Provinsi)

• Surat Keputusan 
Pindah Instansi Pusat 
ke Instansi Daerah

15 hari kerja

• Instansi Penerima
menerima notifikasi
dan dokumen

• Diwajibkan melakukan
pengangkatan dalam
waktu 30 hari kerja

Surat Keputusan
Pindah Instansi dalam
satu Provinsi akan
diterbitkan oleh
Gubernur
berdasarkan
Pertimbangan Teknis
BKN Kanreg



Contoh SK Pindah Instansi
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CILACAP

BANYUMAS

SK Provinsi untuk PI dari Prov/Kab/Kota ke
Prov/Kab/Kota dalam 1 Provinsi

Pertek BKN untuk PI dari Prov/Kab/Kota ke
Prov/Kab/Kota antar Provinsi

DEPOK

KULON PROGO

Contoh Pertek Pindah Instansi



Profile / Kewenangan Yang Harus Dimiliki di SAPK

1. Peremajaan Data BKD/Instansi

User yang digunakan mengusulkan PNS yang akan
Pindah Instansi

2. Cetak SK Pindah Instansi Provinsi

Profile yang digunakan Untuk Mencetak SK      Pindah
Instansi oleh Provinsi

Template SK di upload di https://ncsisadmin.bkn.go.id

Dengan nama Jenis : SK Pindah Instansi

Nama Dokumen : SKPI.doc 
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https://ncsisadmin.bkn.go.id/


Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Pusat

1. Usul Peremajaan Data Instansi Pusat

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi
Ke Instansi Pusat
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Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Kab/Kota

1. Usul Penetapan PI di Provinsi
Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD  
Kab/Kota 1 Provinsi

2. Usul Penetapan Pertimbangan Teknis PI di BKN 
Pusat
Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD  
Kab/Kota Antar Prov

3.  Usul Penetapan PI di Kanreg
Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi
Kab/Kota dari Pusat
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Jenis – Jenis Prosedure Pindah Instansi Provinsi

1. Usul Penetapan PI di Provinsi

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD  
Kab/Kota 1 Provinsi

2. Usul Penetapan Pertimbangan Teknis PI di BKN Pusat

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi BKD  
Kab/Kota Antar Prov

3.  Usul Penetapan PI di Kanreg

Gunakan jenis prosedur Usul Pindah Instansi
Kab/Kota dari Pusat
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USUL :
INSTANSI TUJUAN

Kabupaten/

Kota A
Kabupaten/

Kota B

Provinsi X

PERTEK :
KANREG TUJUAN

SK :
PROVINSI

USUL :
INSTANSI TUJUAN

Provinsi/

Kabupaten/Kota A

Provinsi X

PERTEK :
BKN PUSAT

SK :
KEMENDAGRI

Provinsi/

Kabupaten/Kota B

Provinsi Y

USUL :
INSTANSI TUJUAN

Provinsi/

Kabupaten/Kota A

Instansi 

Pusat

SK :
BKN PUSAT

*Pasal 6 *Pasal 7

*Pasal 8
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USUL :
INSTANSI TUJUAN

Instansi 

Pusat

SK :
BKN PUSAT

*Pasal 8

Instansi 

Pusat

Alur Pindah Instansi
*berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019



ALUR PENETAPAN NIP

Proses pengusulan
PINDAH INSTANSI 

melalui aplikasi
SIASN-BKN

Hasil verifikasi dari
e-mutasi
Kemendagri

Pertimbangan Teknis dari BKN

Notifikasi MYSAPK
Ke PNS tersebut

Web Service

ALUR E-MUTASI UNTUK PENGUSULAN PINDAH INSTANSI 
(KAB/KOTA/PROV ANTAR PROVINSI)

INSTANSI

Instansi melakukan
• Entri usul
• Upload dokumen

pendukung
• Surat pengantar PI

Kirim usul ke BKN

BKN

List PNS yg akan
diusulkan PI dari
SIASN by API 
sebagai data yg
akan diusulkan di 
e-mutasi

KEMENDAGRI

Sync data dengan
e-mutasi melalui
API geteway

List data hasil verifikasi
oleh Kemendagri

Sync data hasil dari
e-mutasi ke BKN

SK Pindah Instansi melalui
aplikasi SI-ASN BKN

Data SK PI dan Scan Dokumen masuk ke DMS BKN
(Document Management System)

List data hasil verifikasi sebagai bahan
penetapan pertek BKN
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Form Pindah Instansi
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Form Pindah Instansi
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Tampilan SK Provinsi



Materi dan Buku Panduan 

Untuk Segala Permasalahan email ke : 

satgassapk@gmail.com

Buku Panduan dan Materi Download di :

s.id/BukuPanduanPI
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